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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum yang Berlaku dalam Proses Penetapan dan Pertimbangan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn

Proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan adalah rangkaian kegiatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan. Pengertian proses penetapan putusan adalah tahap di mana hakim memutuskan dan menetapkan hukuman atau keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, mempertimbangkan bukti, ketentuan hukum, dan berbagai faktor relevan lainnya. Penetapan ini bersifat final dan dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan resmi.
Pengertian pertimbangan putusan adalah alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan ini meliputi penilaian terhadap bukti, tingkat kesalahan terdakwa, keadaan terdakwa, faktor sosial, serta aspek keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan tersebut menjadi landasan mengapa hakim memutuskan untuk menghukum tertentu dan bagaimana hukuman tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Secara umum, proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan bertujuan agar keputusan pengadilan bersifat objektif, adil, dan memperhatikan aspek hukum serta keadilan substantif, sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.
Aspek hukum yang berlaku dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan meliputi beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar putusan pengadilan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Berikut adalah aspek-aspek hukum tersebut:
1. Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan
Proses dan pertimbangan putusan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHAP, serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan. Hakim harus memastikan bahwa semua langkah dan pertimbangan sesuai dengan norma hukum tersebut.
2. Prinsip Legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege)
Tidak boleh ada tindakan pidana atau hukuman yang dijatuhkan tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas. Dalam proses penetapan dan pertimbangan, hakim harus memastikan bahwa tindakan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dan diancam hukuman oleh hukum.
3. Asas Peradilan yang Objektif dan Proporsional
Penetapan hukuman harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap fakta dan bukti, serta mempertimbangkan aspek proporsionalitas antara tingkat kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Asas ini menekankan pentingnya keadilan substantif dalam putusan.
4. Hak Terdakwa dan Pihak Terkait
Aspek hukum ini menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak mengajukan keberatan, dan hak memperoleh salinan putusan. Hak-hak ini harus dihormati selama proses penetapan dan pertimbangan.
5. Konsistensi dan Keadilan Berdasarkan Norma Hukum Nasional dan Internasional
Dalam pertimbangan putusan, hakim harus memperhatikan norma-norma hukum nasional dan prinsip-prinsip keadilan internasional yang relevan, sebagai bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum dan keadilan universal.
6. Transparansi dan Akuntabilitas
Proses penetapan dan pertimbangan harus dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
7. Penggunaan Yurisprudensi dan Norma Hukum Terkait
Hakim dapat merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi) dan norma hukum internasional maupun nasional sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan, untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.
Dengan memperhatikan aspek-aspek hukum tersebut, proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan akan berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku, menjamin keadilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Untuk mengetahui aspek hukum yang berlaku dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn, berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu kronologis dan pertimbangan hukum kasus terebut.
Kasus ini bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saksi Sukimin sedang bekerja memperbaiki sepeda motonya yang rusak di rumahnya yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dimana pada saat bekerja saksi Sukimin menaruh 1 (satu) unit handphone merek Realmi 8 warna Hitam Silver miliknya di kantong sebelah kiri baju yang dikenakannya dan tak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi Sukimin namun tidak diberikan dan saksi Sukimin memarahi Terdakwa karena saksi Sukimin sebelumnya sudah memberikan uang kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa juga mengambil besi dari dalam rumah saksi Sukimin dan saksi Sukimin meminta kepada Terdakwa untuk dikembalikan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan beberapa saat antara Terdakwa dengan saksi Sukimin saling bercakap cakap sambil saksi Sukimin memperbaiki sepeda motornya dan kemudian Terdakwa mendekati posisi saksi Sukimin dan posisi Terdakwa berada dibelakang saksi Sukimin kemudian dengan tangannya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realmi 8 warna Hitam Silver miliknya di kantong sebelah kiri baju saksi Sukimin dan membawanya pergi dengan berlari dan saksi Sukimin berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap Terdakwa, dimana Terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal dengan harga Rp800.000.
Bahwa saksi Sukimin merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga pada tahun 2025 Terdakwa berhasil diangkap dimana akibat perbuatan terdakwa memgakibatkan saksi Sukimin menderita kerugian Rp3.400.000. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. 
Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Sukimin
Saksi Sukimin menerangkan perkara ini adalah Saksi kecurian 1 (satu) unit handphone merek Realme 8. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Rumah Saksi. 
Saksi Sukimin mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wib pada saat itu Saksi Sukimin sedang bekerja memperbaiki sepeda motor di rumah Saksi Sukimin di Jalan Brigjen Katamso No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan pada saat itu Saksi Sukimin menaruh handphone milik Saksi di kantong baju sebelah kiri Saksi Sukimin dan kemudian pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sukimin dan kemudian meminta uang kepada Saksi Sukimin, namun pada saat itu Saksi Sukimin memarahi Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi Sukimin sudah memberikan uang kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa juga membawa besi dari rumah Saksi Sukimin dan pada saat itu Saksi Sukimin meminta Terdakwa untuk mengembalikan besi milik Saksi dan pada saat itu Saksi Sukimin berbincang dengan Terdakwa bersamaan Saksi Sukimin sedang memperbaiki sepeda motor milik Saksi Sukimin, selanjutnya Terdakwa mendekat ke Saksi Sukimin dan pada saat itu posisi Terdakwa tepat di belakang Saksi Sukimin, kemudian Terdakwa menarik handphone milik Saksi Sukimin yang ada di kantong baju sebelah kiri tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi Sukimin berusaha untuk mengejar Terdakwa namun Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa.
Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Sukimin yang lagi memperbaiki sepeda motor lalu mengambil handphone milik Saksi Sukimin yang ada di kantong baju sebelah kiri Saksi Sukimin. Kerugian yang dialami Saksi Sukimin akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp3.400.000. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme 8 adalah bukti kepemilikan Saksi Sukimin atas handphone merek Realme 8 yang diambil Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV adalah hasil rekaman yang dikopi dari CCTV di tempat kejadian. Terhadap keterangan Saksi Sukimin, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Yudi Hermansyah
Saksi Yudi Hermansyah membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan. Yang Saksi Yudi Hermansyah ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Sukimin kecurian 1 (satu) unit handphone merek Realme 8. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Rumah saksi korban Sukimin. Saksi Yudi Hermansyah mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 06 September 2023, saksi korban Sukimin mendatangi Polsek Medan Kota untuk melaporkan peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) handphone Realme 8 miliknya kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan olah TKP dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV dan dari hasil penyelidikan serta keterangan saksi korban Sukimin bahwa ianya mengenal Terdakwa yang menarik handphone dari saku bajunya dan pada saat Saksi Yudi Hermansyah melihat rekaman CCTV benar pada saat itu Saksi Yudi Hermansyah melihat bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut emang identik dengan Terdakwa yang Saksi Yudi Hermansyah kenal merupakan seorang residivis kasus pencurian, sehingga Saksi Yudi Hermansyah bisa meyakini bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut. 
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat itu Saksi Yudi Hermansyah dan rekan Saksi Yudi Hermansyah mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu warnet yang ada di Jalan Pelangi, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota dan sesampainya di TKP benar pada saat itu Saksi Yudi Hermansyah dan rekan Saksi Yudi Hermansyah melihat Terdakwa sedang berada di dalam warnet tersebut dan kemudian Saksi Yudi Hermansyah dan rekan Saksi Yudi Hermansyah mendekati pelaku dan mempertanyakan sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut dan benar pada saat itu Terdakwa mengakui peristiwa pencurian tersebut dan benar pada saat itu Terdakwa mengakui peristiwa pencurian tersebut, selanjutnya Saksi Yudi Hermansyah dan rekan Saksi Yudi Hermansyah membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan.
Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdasarkan CCTV yang dilihat  Saksi Yudi Hermansyah adalah dengan cara Terdakwa mendekati korban Sukimin yang lagi memperbaiki sepeda motor lalu mengambil handphone milik korban Sukimin yang ada di kantung baju sebelah kiri korban tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap keterangan Saksi Yudi Hermansyah, Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi Anggito F. Sianipar
Saksi Anggito F. Sianipar, membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan. Yang Saksi Anggito F. Sianipar ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Sukimin kecurian 1 (satu) unit handphone merek Realme 8. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Rumah saksi korban Sukimin.
Saksi Anggito F. Sianipar mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 06 September 2023, saksi korban Sukimin mendatangi Polsek Medan Kota untuk melaporkan peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) handphone Realme 8 miliknya kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan olah TKP dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV dan dari hasil penyelidikan serta keterangan saksi korban Sukimin bahwa ianya mengenal Terdakwa yang menarik handphone dari saku bajunya dan pada saat Saksi Anggito F. Sianipar melihat rekaman CCTV benar pada saat itu Saksi Anggito F. Sianipar melihat bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut emang identik dengan Terdakwa yang Saksi Anggito F. Sianipar kenal merupakan seorang residivis kasus pencurian, sehingga Saksi Anggito F. Sianipar bisa meyakini bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut. 
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat itu Saksi Anggito F. Sianipar dan rekan Saksi Anggito F. Sianipar mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu warnet yang ada di Jalan Pelangi, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota dan sesampainya di TKP benar pada saat itu Saksi Anggito F. Sianipar dan rekan Saksi Anggito F. Sianipar melihat Terdakwa sedang berada di dalam warnet tersebut dan kemudian Saksi Anggito F. Sianipar dan rekan Saksi Anggito F. Sianipar mendekati pelaku dan mempertanyakan sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut dan benar pada saat itu Terdakwa mengakui peristiwa pencurian tersebut dan benar pada saat itu Terdakwa mengakui peristiwa pencurian tersebut, selanjutnya Saksi Anggito F. Sianipar dan rekan Saksi Anggito F. Sianipar membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan.
Cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdasarkan CCTV yang dilihat Saksi Anggito F. Sianipar adalah dengan cara Terdakwa mendekati korban Sukimin yang lagi memperbaiki sepeda motor lalu mengambil handphone milik korban Sukimin yang ada di kantung baju sebelah kiri korban Sukimin tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap keterangan Saksi Anggito F. Sianipar tersebut Terdakwa membenarkannya.
4. Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti
Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti di persidangan telah memberikan keterangan yang membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan. Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 milik saksi korban Sukimin.
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya di Rumah saksi korban Sukimin. Cara Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti mendekati saksi korban Sukimin yang pada saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya dan begitu Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti berada tepat di belakang saksi korban Sukimin kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti mengambil sebuah handphone yang ada di kantong baju sebelah kiri dari korban tersebut dan kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;.
Kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wib pada saat itu Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti mendatangi rumah saksi korban Sukimin yang ada di jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan kemudian benar pada saat itu Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti melihat saksi korban Sukimin sedang memperbaiki sepeda motor di teras rumah saksi korban Sukimin dan kemudian benar pada saat itu Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti meminta uang kepada saksi korban Sukimin namun saat itu saksi korban Sukimin tidak memberikannya dan memarahi Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti dan kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti berjalan mendekati saksi korban Sukimin yang pada saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya dan begitu Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti berada tepat di belakang saksi korban Sukimin kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti mengambil sebuah handphone yang ada di kantong baju sebelah kiri dari saksi korban Sukimin tersebut dan kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti melarikan diri dengan membawa Handphone tersebut, dan pada saat itu saksi korban Sukimin sempat mengejar Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti, akan tetapi saksi korban Sukimin tidak berhasil menangkap Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti dan setelah Terdakwa berhasil mencuri Handphone milik saksi korban Sukimin, kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti membawa handphone tersebut ke Pajak Ular yang ada di Jalan Sutomo Kota Medan dan kemudian Terdakwa Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti menjual handphone tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal dengan harga Rp800.000 dan kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti menghabiskan uang tersebut untuk bermain Judol dan membeli rokok.
Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti tidak ada menggunakan alat apapun dalam pencurian ini melainkan hanya dengan tangan kosong. Tujuan Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti melakukan pencurian tersebut adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa. Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti berupa rekaman CCTV yang merekam pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti merasa bersalah. Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti sudah 4 (empat) kali dihukum karena melakukan pencurian. Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme 8, dan 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV.
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Rumah saksi korban Sukimin yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 8. 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 seluruhnya milik saksi korban Sukimin. Cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendekati saksi korban Sukimin yang pada saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya dan begitu Terdakwa berada tepat di belakang saksi korban Sukimin kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut yang disimpan di kantong baju sebelah kiri dari saksi korban Sukimin lalu Terdakwa melarikan diri.
Timbulnya niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 milik saksi korban Sukimin tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wib pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sukimin dan melihat saksi korban Sukimin sedang memperbaiki sepeda motor di teras rumah saksi korban Sukimin lalu Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Sukimin namun tidak diberikan bahkan saksi korban Sukimin memarahi Terdakwa karena tidak membayar utang-utangnya sebelumnya. Karena tidak dikasih pinjaman dan Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 disimpan di kantong baju sebelah kiri dari saksi korban Sukimin timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi korban Sukimin dari arah belakang saksi korban Sukimin kemudian terdakwa mengambil dan melarikan 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut.
Pada saat itu saksi korban Sukimin sempat mengejar Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menangkap Terdakwa. Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut di Pajak Ular yang terletak di Jalan Sutomo Kota Medan seharga Rp800.000 yang uangnya telah dihabiskan Terdakwa untuk bermain judi online dan membeli rokok. Tidak ada izin dari saksi korban Sukimin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sukimin mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme 8 adalah bukti kepemilikan saksi korban Sukimin atas handphone merek Realme 8 yang diambil Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV adalah hasil rekaman yang dikopi dari CCTV di tempat kejadian. Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa sudah 4 (empat) kali dipidana penjara karena melakukan pencurian.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa pada saat perkara ini dilimpahkan, hukum acara yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun l981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981), sementara pada saat diperiksa dan diputus telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 369 KUHAP 2025. 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf c dan d KUHAP 2025, hukum acara yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara ini bergantung kepada pemeriksaan Terdakwa, manakala Terdakwa sudah diperiksa sebelum berlakunya KUHAP 2025 maka ketentuan hukum acara yang berlaku adalah KUHAP 1981, apabila Terdakwa diperiksa sesudah berlakunya KUHAP 2025 maka hukum acara yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adalah KUHAP 2025.
Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud pemeriksaan terdakwa dalam Pasal 361 KUHAP 2025 adalah persidangan yang memeriksa identitas Terdakwa. Menimbang bahwa pemeriksaan identitas Terdakwa dalam perkara ini berlangsung pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026, yang artinya telah berlaku KUHAP 2025, sehingga dengan demikian hukum acara yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah KUHAP 2025.
Oleh karena tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak memenuhi kriteria restorative justice maka Majelis Hakim tidak menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian (restorative justice) dan pengakuan bersalah (gulty plea). Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (3) KUHAP 2025, Majelis Hakim dalam mengambil putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam mengambil putusan dalam perkara ini.
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Mengambil barang sesuatu; 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Unsur Barang siapa
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
Menimbang bahwa yang dimaksud “Mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 yang semula disimpan di kantong baju sebelah kiri dari saksi korban Sukimin lalu diambil dan dibawa oleh dan karenanya berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka menurut Majelis, unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain. Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua, terbukti bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi korban Sukimin, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum. Menimbang bahwa “melawan hukum” (wederrechtelijk) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni: 
1) Melawan hukum secara umum, maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan.
2) Melawan hukum secara khusus, maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan.
3) Melawan hukum formil, maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum.
4) Melawan hukum materil, maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, telah terbukti pula bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut telah diniatkan oleh Terdakwa dan pengambilan serta penjualan 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Sukimin selaku pemiliknya dan hasil penjualan sejumlah Rp800.000 telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan membeli rokok, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sukimin mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000.
Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Sukimin selaku pemiliknya, maka dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa pun juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan.
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa Pasal VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) menentukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada angka 1 dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundangundangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundangundangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.
Menimbang bahwa pada saat perkara ini diperiksa dan diputus telah berlaku KUHP 2023 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 624 KUHP 2023 tersebut, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan pidana yang akan diterapkan dalam memutus perkara ini KUHP 2023 atau KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946); Menimbang bahwa ketentuan Pasal 362 KUHP 1946, pengacuannya telah diganti dengan Pasal 476 KUHP 2023, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Pasal 362 KUHP 1946 (dakwaan tunggal) tersebut di atas, ternyata telah terbukti unsur barang siapa (setiap orang), unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan seluruh unsur Pasal 362 KUHP 1946, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 476 KUHP 2023, juga telah terpenuhi seluruhnya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang pengacuannya diganti dengan Pasal 476 KUHP 2023.
Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. 
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Sukimin, Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, Terdakwa tidak mendapat pemaafan dari saksi korban Sukimin, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, Terdakwa tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya.
Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa dan pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya. 
Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme 8 adalah bukti kepemilikan saksi korban Sukimin atas handphone merek Realme 8 yang diambil Terdakwa, sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban Sukimin. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV, oleh karena berkaitan dengan pembuktian perkara ini, maka sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
Memperhatikan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal VII angka 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang aspek-aspek hukum apa saja yang menjadi dasar utama dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan kasus tindak pidana pencurian ringan, yaitu:
Dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan kasus tindak pidana pencurian ringan ini, aspek hukum yang menjadi dasar utama adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, seperti Pasal 362 KUHP. Selain itu, saya juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku, termasuk asas legalitas (nullum crimen sine lege), keadilan, dan kepastian hukum. Selain ketentuan dalam KUHP, aspek hukum lain yang menjadi pertimbangan adalah hukum acara pidana (KUHAP), yang mengatur tata cara pemeriksaan, penetapan, dan penjatuhan putusan, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan rehabilitasi dan pengurangan hukuman apabila terdakwa memenuhi syarat tertentu. Saya juga memperhatikan peraturan pelaksanaan yang relevan dan standar-standar hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, aspek hukum utama dalam proses ini adalah ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur tindak pidana pencurian ringan dan prosedur peradilan pidana yang memastikan proses pengadilan berjalan adil dan sesuai hukum yang berlaku.[footnoteRef:1] [1: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menunjukkan bahwa dalam menetapkan dan mempertimbangkan putusan kasus tindak pidana pencurian ringan, hakim secara tegas mengacu pada dasar hukum yang relevan dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penekanan utama pada Pasal 362 KUHP sebagai dasar utama menunjukkan bahwa proses penjatuhan hukuman didasarkan pada ketentuan spesifik mengenai tindak pidana pencurian, yang memastikan bahwa putusan didukung oleh landasan hukum yang jelas dan konkret.
Selain itu, hakim menyebutkan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas (nullum crimen sine lege), keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga agar putusan tidak melampaui ketentuan hukum dan tetap adil serta konsisten dengan sistem hukum nasional.
Penambahan aspek hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaan lainnya menegaskan bahwa proses pengadilan tidak hanya berlandaskan pada materiil hukum pidana, tetapi juga mengikuti prosedur yang sah dan adil. Ini penting untuk memastikan bahwa hak terdakwa terlindungi dan proses peradilan berjalan transparan serta sesuai aturan.
Secara keseluruhan, jawaban hakim mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum serta memastikan bahwa penetapan dan pertimbangan putusan didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan aspek normatif dan prosedural dalam proses peradilan pidana, guna mencapai keadilan substantif dan formal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang penerapan asas-asas hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini, yaitu:
Dalam proses pengambilan keputusan dan penjatuhan hukuman dalam kasus tindak pidana pencurian ringan ini, saya sebagai hakim berupaya menerapkan asas-asas hukum secara seimbang dan proporsional. Pertama, mengenai asas keadilan, saya berusaha memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan mempertimbangkan keadaan terdakwa serta faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan, agar tercipta keadilan substantif. Kedua, dalam penerapan asas kepastian hukum, saya memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan berlaku, serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan keragu-raguan di kemudian hari. Hal ini penting agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, terkait asas kemanfaatan, saya mempertimbangkan dampak sosial dan manfaat dari putusan tersebut, termasuk upaya pembinaan dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera, sekaligus menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, dalam proses ini, saya berusaha menyeimbangkan ketiga asas tersebut agar putusan dapat mencerminkan keadilan, kepastian, serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku pidana.[footnoteRef:2] [2: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menunjukkan pendekatan yang sangat komprehensif dan berimbang dalam pengambilan keputusan terkait tindak pidana pencurian ringan. Hakim secara eksplisit menyebutkan penerapan tiga asas utama dalam hukum pidana: asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, yang merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana.
Penerapan asas keadilan dengan memperhatikan fakta persidangan serta mempertimbangkan keadaan terdakwa dan faktor-faktor meringankan maupun memberatkan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berlandaskan pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan aspek substantif dan keadilan sosial. Pendekatan ini mendukung terciptanya keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan manusiawi.
Selanjutnya, penegasan tentang asas kepastian hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan prosedur yang benar menegaskan bahwa hakim berkomitmen terhadap keadilan prosedural dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan konsistensi putusan serta menghindari keragu-raguan di kemudian hari.
Asas kemanfaatan yang disorot oleh hakim menambahkan dimensi sosial dan rehabilitatif dalam proses penjatuhan hukuman. Dengan mempertimbangkan dampak sosial, manfaat pembinaan, serta efek jera, hakim tidak hanya berorientasi pada hukuman semata, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjaga ketertiban umum.
Secara keseluruhan, jawaban ini mencerminkan pendekatan holistik dan berimbang yang mengintegrasikan aspek normatif, sosial, dan keadilan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim berupaya mencapai keseimbangan antara aspek hukum dan aspek kemanusiaan, sehingga putusan yang diambil tidak hanya adil secara normatif tetapi juga bermanfaat secara sosial dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang pertimbangan putusan ini, bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHP dan hukum acara pidana, yaitu:
Dalam memastikan bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya sebagai hakim selalu mengacu dan merujuk secara cermat terhadap isi dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk hukum acara pidana (KUHAP). Saya melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan membandingkannya dengan pasal-pasal terkait dalam KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian, serta memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi. Selain itu, saya juga mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP mulai dari pemeriksaan, pemeriksaan saksi, penggali fakta, hingga pengambilan keputusan, sehingga prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Selanjutnya, saya juga memastikan bahwa semua langkah dan pertimbangan dalam putusan ini dilakukan secara objektif, adil, dan transparan, serta sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, saya meyakini bahwa penerapan hukum dalam putusan ini telah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan nasional.[footnoteRef:3] [3: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan hukum secara ketat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penjatuhan putusan terkait tindak pidana pencurian. Hakim menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada rujukan yang cermat terhadap KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk KUHAP yang mengatur prosedur pemeriksaan dan proses peradilan pidana.
Penerapan metode analisis fakta dan identifikasi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP menunjukkan bahwa hakim berusaha memastikan bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi secara lengkap dan benar sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada perbuatan yang memenuhi unsur pidana secara yuridis formal.
Penekanan pada pelaksanaan prosedur sesuai KUHAP, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa proses peradilan dilakukan secara prosedural dan mengikuti prinsip-prinsip hukum acara pidana. Ini mencerminkan upaya menjaga objektivitas, keadilan, dan transparansi dalam proses peradilan, serta meminimalisasi kemungkinan penyimpangan.
Selain itu, penekanan pada objektivitas dan keadilan dalam langkah-langkah pertimbangan menunjukkan bahwa hakim berkomitmen untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya berdasarkan hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan norma-norma hukum yang berlaku.
Secara keseluruhan, jawaban ini memperlihatkan bahwa hakim berusaha menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa penerapan hukum dalam putusan benar-benar sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan nasional. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendekatan ini memperkuat legitimasi dan keabsahan dari putusan yang dijatuhkan, serta mencerminkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah terdapat perbedaan atau penyesuaian terhadap aspek hukum standar dalam kasus tindak pidana pencurian ringan ini, mengingat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi putusan, yaitu:
Dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana pencurian ringan ini, saya sebagai hakim menyadari bahwa setiap perkara memiliki dinamika dan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi putusan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap aspek hukum standar. Namun, penyesuaian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan bersifat sebagai upaya memastikan keadilan substantif dan mempertimbangkan keadaan obyektif di lapangan. Misalnya, faktor-faktor seperti niat terdakwa, keadaan ekonomi, serta upaya rehabilitasi menjadi pertimbangan dalam memberikan hukuman yang tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, saya melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada secara fleksibel namun tetap berpegang pada norma-norma hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari standar hukum. Penyesuaian ini dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan yang matang agar putusan tetap adil dan proporsional sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada dalam kasus tersebut.[footnoteRef:4] [4: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menunjukkan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam menerapkan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan. Hakim menyadari bahwa setiap perkara memiliki dinamika dan faktor-faktor tertentu yang memerlukan penyesuaian terhadap standar hukum umum. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum tidak bersifat kaku semata, tetapi harus dipahami dan diterapkan secara adaptif agar mencapai keadilan substantif.
Penekanan hakim bahwa penyesuaian dilakukan tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan antara interpretasi hukum dan kepatuhan terhadap norma hukum. Hal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa putusan tetap relevan dan memenuhi prinsip keadilan dalam konteks sosial dan objektifitas di lapangan.
Pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti niat terdakwa, keadaan ekonomi, dan upaya rehabilitasi menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek subjektif dan sosial yang dapat mempengaruhi keadilan. Pendekatan ini mendukung upaya rehabilitasi dan pencegahan, serta memberikan hukuman yang tidak memberatkan sesuai prinsip keadilan restoratif.
Selain itu, penegasan bahwa interpretasi dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan matang menunjukkan sikap profesionalisme dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas peradilan. Hal ini juga mencerminkan bahwa hakim berusaha menghindari penyimpangan dari norma hukum dan memastikan bahwa putusan sesuai dengan fakta dan keadaan nyata dalam kasus tersebut.
Secara keseluruhan, jawaban ini menggambarkan pendekatan yang humanis, kontekstual, dan proporsional dalam penegakan hukum. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim berusaha menerapkan prinsip keadilan substantif dengan tetap memperhatikan norma hukum, serta mampu melakukan interpretasi yang fleksibel namun bertanggung jawab demi mencapai keadilan yang utuh.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang Bagaimana hakim menilai pentingnya aspek hukum dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam proses peradilan pidana terhadap tindak pidana ringan seperti yang tercantum dalam putusan ini, yaitu:
Aspek hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam proses peradilan pidana, termasuk terhadap tindak pidana ringan seperti yang tercantum dalam putusan ini. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap proses dan putusan yang diambil didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian di masyarakat dan bagi para pihak terkait. Sementara itu, keadilan dalam proses peradilan pidana harus tetap dijaga agar putusan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban secara proporsional dan manusiawi. Dalam konteks tindak pidana ringan, aspek hukum yang diterapkan harus mampu memberikan sanksi yang adil, tidak berlebihan, serta sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya. Oleh karena itu, saya menilai bahwa aspek hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, serta menjamin bahwa proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan konsisten, sehingga tercipta keadilan substantif dan kepastian hukum yang berkelanjutan.[footnoteRef:5] [5: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menyoroti peranan sentral aspek hukum dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam proses peradilan pidana, termasuk terhadap tindak pidana ringan. Hakim menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan pilar utama yang memastikan bahwa setiap keputusan dan proses peradilan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menghindari keraguan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Selain itu, hakim menekankan bahwa keadilan dalam proses peradilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban secara proporsional dan manusiawi. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya keadilan substantif yang seimbang dan memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum.
Dalam konteks tindak pidana ringan, hakim menyoroti bahwa aspek hukum harus mampu memberikan sanksi yang adil, tidak berlebihan, dan sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatannya. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan proporsionalitas yang menjadi dasar dalam menentukan hukuman yang tidak memberatkan tetapi tetap tegas dan adil.
Selanjutnya, penekanan bahwa aspek hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin proses hukum yang objektif, transparan, dan konsisten menunjukkan pemahaman bahwa keberhasilan sistem peradilan sangat bergantung pada penerapan hukum yang benar dan adil. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi putusan pengadilan serta memastikan keberlanjutan prinsip keadilan substantif.
Secara keseluruhan, jawaban ini menegaskan bahwa aspek hukum bukan hanya sebagai kerangka formal, tetapi sebagai fondasi utama yang memastikan sistem peradilan pidana berjalan dengan integritas dan kepercayaan masyarakat. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran aspek hukum yang kuat dan konsisten menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yang berlaku dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn menegaskan pentingnya penerapan norma hukum secara objektif dan proporsional. Hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, seperti perlindungan hak-hak terdakwa, faktor sosial, serta tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Aspek hukum yang dijalankan secara konsisten dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan adil, tidak berlebihan, serta sesuai dengan tingkat kejahatan. Secara keseluruhan, penerapan aspek hukum dalam putusan ini memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana ringan.
B. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn

Istilah keadilan (justitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenangwenang.[footnoteRef:6] [6: J. C. T. Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta: Catra Dharma Press, 2019, hlm. 21 ] 

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.2 Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.[footnoteRef:7] [7: Ibid. ] 

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari League of Women Voters di daerah Kediamannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki sense of noblege. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.[footnoteRef:8] [8: Ibid. ] 

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:
a. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.[footnoteRef:9] [9: Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 2, 2013, hlm. 31.] 

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situsi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (original agreement) anggota masyarakat secara sederajat. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:
a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.[footnoteRef:10] [10: Ibid., hlm. 32. ] 

Persoalan keadilan sejauh ini masih menjadi primadona dan elegan untuk di diskusikan dalam ranah teori maupun parktis. Hal ini mengingat dalam ranah teori, interpretasi terhadap keadilan sampai saat ini masih terjadi perdebatan yang tak berkesudahan dan belum sampai pada konsesus bulat parameter keadilan yang sesungguhnya. Hal yang lebih menarik didalam praktiknya, publik sejauh ini merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.
Seyogyanya hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif procedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (corong undang-undang). Permasalahan sebagaimana tergambar pada uraian tersebut agaknya memang tidak dapat dilepaskan dari dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.
Pengertian penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan adalah proses di mana hakim menggunakan dan menerapkan prinsip keadilan sebagai dasar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek moral, kemanusiaan, dan keadilan substantif. 
Dalam konteks ini, hakim berusaha memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak terkait, serta menegakkan keadilan yang proporsional dan manusiawi sesuai dengan situasi dan kondisi perkara yang dihadapi. Penerapan prinsip keadilan ini menjadi landasan moral dan normatif dalam pengambilan keputusan, agar hasil putusan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan para pihak yang terlibat.
Ruang lingkup penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan mencakup beberapa aspek utama. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif, seperti faktor keadaan terdakwa, motif, dan dampak perbuatannya. Hakim mengkaji fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk niat terdakwa, tingkat kerugian, dan kondisi sosial ekonomi terdakwa, untuk memastikan putusan tidak bersifat terlalu keras atau terlalu ringan.
Dalam putusan, hakim memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti niat jahat, kerugian yang ditimbulkan, serta sikap terdakwa selama proses hukum berlangsung. Penerapan keadilan dilakukan secara proporsional, artinya hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan dan tidak melebihi batas yang wajar, sehingga menegakkan rasa keadilan masyarakat dan perlindungan hak terdakwa.
Hakim mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang relevan agar putusan tidak menimbulkan ketidakadilan sosial ataupun diskriminasi. Selain memperhatikan keadilan substantif, ruang lingkup ini juga mencakup upaya menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa selama proses peradilan. Secara umum, ruang lingkup ini menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam putusan pencurian ringan harus bersifat menyeluruh, manusiawi, dan proporsional demi mencapai hasil yang adil dan bermartabat.
Untuk menilai apakah penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam putusan pencurian ringan sudah sesuai atau belum, dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap beberapa aspek seperti   memeriksa apakah putusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pastikan tidak ada pelanggaran hukum yang mengabaikan keadilan substantif. Nilai apakah hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan secara proporsional dan mendalam. Apakah fakta tersebut digunakan secara objektif untuk mendukung keputusan.
Kemudian dalam pertimbangan faktor ringan dan memberatkan, periksa apakah hakim memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan secara adil. Apakah faktor-faktor tersebut relevan dan cukup dipertimbangkan dalam menentukan hukuman. Nilai apakah hukuman yang dijatuhkan proporsional dan tidak berlebihan atau terlalu ringan sesuai tingkat kejahatan. Apakah hukuman mencerminkan keadilan sosial dan rasa keadilan masyarakat. Periksa apakah hakim mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, seperti kondisi sosial ekonomi terdakwa, motif, dan niat. Apakah putusan menunjukkan keadilan yang bersifat manusiawi.
Kemudian nilai pertimbangan hakim konsisten dan transparan dalam menjelaskan dasar-dasar keputusan. Apakah alasan-alasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Menilai apakah terdakwa, masyarakat, dan pihak lain merasa bahwa putusan tersebut adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Apakah hakim mempertimbangkan aspek pemulihan dan rehabilitasi, terutama jika terdakwa menunjukkan itikad baik. Dengan melakukan evaluasi berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat diketahui apakah penerapan prinsip keadilan dalam putusan pencurian ringan sudah sesuai atau perlu adanya perbaikan.
Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana prinsip keadilan menjadi dasar dalam menyusun pertimbangan hakim pada putusan ini, terutama dalam menyeimbangkan hak terdakwa dan kepentingan masyarakat, yaitu:
Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam menyusun pertimbangan hakim dalam setiap putusan, termasuk dalam kasus ini. Dalam memutuskan perkara, saya sebagai hakim berusaha menyeimbangkan antara hak terdakwa dan kepentingan masyarakat secara proporsional dan adil. Hak terdakwa harus dilindungi agar tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang, serta diberikan kesempatan memperoleh perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, kepentingan masyarakat juga harus terlindungi dari tindak pidana yang merusak ketertiban umum dan menimbulkan rasa aman. Dalam menyusun pertimbangan ini, saya mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan substantif, sehingga putusan yang diambil tidak hanya berlandaskan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan moral dan sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan utama agar putusan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.[footnoteRef:11] [11: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut dapat dilakukan dengan membahas beberapa aspek utama. Hakim menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam menyusun pertimbangan putusan. Ini menunjukkan kesadaran bahwa keadilan substantif harus menjadi pedoman utama, bukan hanya aspek normatif semata. Hakim menegaskan upaya menyeimbangkan hak terdakwa dengan kepentingan masyarakat secara proporsional dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif dan procedural yang menuntut perlakuan adil bagi semua pihak. Hak terdakwa dilindungi agar tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang dan diberikan perlakuan manusiawi sesuai asas praduga tak bersalah. Ini menunjukkan bahwa hakim mengacu pada hak asasi manusia dan prinsip keadilan formal.
Hakim menyatakan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan substantif, yang menegaskan bahwa putusan harus tidak hanya normatif, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Penekanan pada aspek keadilan moral dan sosial menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial, yang penting dalam menerapkan prinsip keadilan secara menyeluruh. Jawaban hakim mencerminkan pendekatan yang holistik dan manusiawi dalam menyusun pertimbangan hukum, menegaskan bahwa keadilan harus dinilai dari berbagai dimensi, tidak hanya aspek normatif saja.
Meskipun penjelasan hakim cukup komprehensif, peneliti dapat menilai apakah dalam praktiknya, pertimbangan tersebut benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan transparan dalam putusan nyata. Peneliti juga dapat menilai apakah faktor sosial dan moral tersebut benar-benar diukur secara objektif dan proporsional sesuai prinsip keadilan. Secara umum, jawaban hakim menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap prinsip keadilan sebagai landasan utama, tetapi perlu dikaji lagi bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam proses dan hasil putusan nyata di lapangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana prinsip keadilan mempengaruhi penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dalam kasus ini, yaitu:
Prinsip keadilan sangat mempengaruhi penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dalam kasus ini. Sebagai hakim, saya harus memastikan bahwa setiap bukti yang diperiksa dan dipertimbangkan benar-benar relevan, sah, dan diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam proses penilaian bukti, saya berpedoman pada asas keadilan, yaitu memastikan bahwa bukti tersebut cukup kuat dan dapat dipercaya untuk membentuk suatu kesimpulan. Hal ini termasuk menilai keaslian, keabsahan, dan kekuatan bukti tersebut, serta mempertimbangkan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan. Prinsip keadilan juga mengharuskan saya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa dan pihak lain untuk menyampaikan dan membantah bukti-bukti yang diajukan. Dengan demikian, penilaian terhadap bukti dilakukan secara objektif, jujur, dan tidak memihak, demi memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang sah, serta menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua pihak.[footnoteRef:12] [12: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menyatakan bahwa prinsip keadilan memengaruhi penilaian terhadap bukti, menegaskan bahwa bukti harus relevan, sah, dan diperoleh sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa proses peradilan adil dan tidak memihak. Hakim menekankan pentingnya menilai keaslian, keabsahan, dan kekuatan bukti, serta mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap. Ini mencerminkan pendekatan yang mendalam dan komprehensif dalam menilai bukti, sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan procedural.
Hakim menyatakan bahwa semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan membantah bukti, menegaskan pentingnya asas keadilan dalam proses pemeriksaan bukti. Penekanan pada penilaian secara objektif, jujur, dan tidak memihak menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga integritas proses peradilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hakim menegaskan bahwa putusan harus didasarkan pada fakta dan bukti sah, serta menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua pihak. Ini menegaskan bahwa proses penilaian bukti tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral dan sosial.
Peneliti dapat menilai apakah dalam praktik, prinsip keadilan tersebut benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan transparan. Perlu dikaji juga apakah semua bukti dinilai secara objektif dan apakah proses pembuktian benar-benar memberi kesempatan yang adil kepada terdakwa dan pihak terkait. Jawaban hakim menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya prinsip keadilan dalam proses penilaian bukti. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya berdasarkan formalitas, tetapi juga keadilan substantif dan moral. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penerapan nyata di persidangan dan konsistensi dalam penilaian bukti.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang dalam pertimbangan putusan ini, bagaimana prinsip keadilan dijaga agar tidak terjadi ketidaksetaraan perlakuan antara pihak terdakwa dan penuntut, yaitu:
Dalam menyusun pertimbangan putusan ini, prinsip keadilan dijaga dengan memastikan bahwa perlakuan terhadap pihak terdakwa dan penuntut dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai hakim, saya berupaya menghindari adanya ketidaksetaraan perlakuan yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional. Pihak penuntut diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumentasinya, sementara terdakwa juga mendapatkan hak untuk membela diri secara penuh, termasuk hak atas bantuan hukum dan hak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, dalam pertimbangan putusan, saya memastikan bahwa setiap fakta dan bukti yang diajukan diperlakukan secara objektif, tanpa adanya prasangka, dan mengikuti asas equality before the law. Dengan demikian, prinsip keadilan tetap terjaga, dan tidak terjadi perlakuan diskriminatif yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga tercipta rasa keadilan yang sejati dalam putusan ini.[footnoteRef:13] [13: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menegaskan bahwa prinsip keadilan dijaga dengan memastikan perlakuan terhadap terdakwa dan penuntut dilakukan secara adil dan seimbang sesuai ketentuan hukum. Ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan keadilan substantif dan prosedural secara bersamaan. Hakim berusaha menghindari ketidaksetaraan yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional. Hal ini mencerminkan penerapan asas keadilan distributif dan procedural yang adil dan merata. Penekanan pada hak penuntut untuk menyampaikan bukti dan argumentasi, serta hak terdakwa untuk membela diri termasuk bantuan hukum dan keberatan, menunjukkan bahwa proses peradilan diatur untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi semua pihak.
Hakim memastikan bahwa fakta dan bukti diperlakukan secara objektif, tanpa prasangka, dan mengikuti asas equality before the law. Ini menegaskan pentingnya integritas dan keadilan formal dalam proses persidangan. Dengan menegaskan bahwa tidak terjadi perlakuan diskriminatif, hakim berupaya menciptakan rasa keadilan yang sebenarnya dan menyeluruh, yang penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Peneliti dapat mengkaji apakah prinsip-prinsip ini benar-benar diimplementasikan secara nyata dalam proses persidangan, dan apakah ada mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi. Perlu juga dievaluasi apakah keseimbangan hak dan kewajiban ini cukup proporsional dan adil dalam praktiknya, terutama dalam kasus tertentu yang kompleks.
Jawaban hakim menunjukkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya prinsip keadilan dalam memastikan proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Pendekatan ini esensial untuk menciptakan putusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dirasakan adil oleh semua pihak, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang penerapan prinsip keadilan dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, yaitu:
Dalam memastikan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, saya sebagai hakim melakukan beberapa langkah. Pertama, saya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHAP, KUHP, dan peraturan terkait lainnya, sebagai dasar utama dalam setiap tahapan proses peradilan. Kedua, saya melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap seluruh bukti, keterangan saksi, dan pendapat ahli yang diajukan dalam persidangan. Saya menilai dan mempertimbangkan bukti tersebut secara objektif dan proporsional, sesuai dengan asas keadilan dan asas kejelasan hukum. Ketiga, saya juga memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan pihak penuntut terpenuhi, termasuk hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak mendapatkan keadilan yang setara. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan fakta di persidangan, tetapi juga sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Keempat, saya selalu mengacu pada yurisprudensi dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara nasional maupun internasional untuk memastikan bahwa putusan ini berlandaskan keadilan substantif. Dengan langkah-langkah tersebut, saya yakin bahwa penerapan prinsip keadilan dalam putusan ini telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan serta norma hukum yang berlaku.[footnoteRef:14] [14: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut memastikan penerapan prinsip keadilan, ia selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHAP, KUHP, dan peraturan terkait lainnya. Ini menunjukkan komitmen pada hukum formal dan landasan hukum yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.
Hakim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti, keterangan saksi, dan pendapat ahli secara seksama, objektif, dan proporsional. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang akurat dan adil, sesuai dengan asas keadilan dan kejelasan hukum. Hakim menegaskan bahwa hak terdakwa dan penuntut untuk didengar, membela diri, dan mendapatkan keadilan yang setara harus terpenuhi. Ini mencerminkan penerapan asas due process dan hak asasi manusia dalam proses peradilan.
Hakim mengacu pada yurisprudensi dan prinsip hukum yang diakui secara nasional maupun internasional, sebagai landasan keadilan substantif. Ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya mengikuti norma formal tetapi juga memperhatikan aspek keadilan yang lebih luas dan universal. Dengan langkah-langkah tersebut, hakim yakin bahwa penerapan prinsip keadilan dalam putusan sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan serta norma hukum yang berlaku, menegaskan integritas dan legitimasi proses pengambilan keputusan.
Peneliti dapat menilai efektivitas penerapan langkah-langkah ini dalam praktik nyata, apakah benar-benar dilakukan secara konsisten dan transparan. Perlu pula dikaji apakah penggunaan yurisprudensi dan prinsip internasional benar-benar memperkaya keadilan substantif dalam konteks spesifik kasus yang ditangani.
Jawaban hakim menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substantif, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menegakkan supremasi hukum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang dalam menerapkan prinsip keadilan dalam kasus ini, dan bagaimana Bapak/Ibu mengatasi tantangan tersebut agar keputusan tetap adil bagi semua pihak, yaitu:
Dalam menerapkan prinsip keadilan dalam kasus ini, terdapat beberapa tantangan khusus yang harus saya hadapi. Salah satunya adalah memastikan bahwa seluruh bukti dan fakta yang ada benar-benar objektif dan tidak terpengaruh oleh prasangka atau tekanan dari pihak manapun. Selain itu, tantangan lain adalah menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan hak penuntut agar keduanya mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa langkah. Pertama, saya memastikan bahwa proses pemeriksaan dan penilaian bukti dilakukan secara transparan dan berdasarkan aturan yang berlaku, serta selalu berpegang pada asas keadilan dan objektivitas. Kedua, saya berupaya menampung dan mempertimbangkan semua argumen dan bukti dari kedua belah pihak secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu, saya juga berpedoman pada prinsip equality before the law dan keadilan substantif, serta menghindari pengaruh dari faktor eksternal. Jika terdapat keraguan atau ketidakjelasan, saya berusaha mencari kepastian melalui pemeriksaan yang cermat dan mendalam. Dengan pendekatan ini, saya yakin bahwa keputusan yang diambil tetap adil dan sesuai dengan semangat hukum, meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut.[footnoteRef:15] [15: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut secara terbuka mengakui adanya tantangan dalam memastikan objektivitas dan menjaga keseimbangan hak antara terdakwa dan penuntut. Pengakuan ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas proses peradilan dan pentingnya menjaga integritas proses tersebut.  Hakim menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil meliputi pemeriksaan dan penilaian bukti secara transparan dan berdasarkan aturan, serta berpedoman pada asas keadilan dan objektivitas. Ini menegaskan komitmen terhadap proses yang adil dan bebas dari pengaruh eksternal.
Dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan di depan hukum dan keadilan substantif, hakim menunjukkan bahwa ia berusaha memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan setara, serta menghindari diskriminasi atau pengaruh luar yang tidak sesuai dengan norma hukum. Upaya mencari kepastian melalui pemeriksaan mendalam saat menghadapi keraguan menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada pencarian keadilan yang sebenar-benarnya dan tidak terburu-buru. Hakim yakin bahwa, dengan pendekatan tersebut, keputusan yang diambil tetap adil dan mencerminkan semangat hukum, meskipun menghadapi tantangan. Peneliti dapat mengkaji efektivitas langkah-langkah ini dalam praktik, apakah benar-benar mampu mengatasi pengaruh eksternal dan prasangka. Penting juga menilai apakah proses transparansi dan pemeriksaan mendalam cukup kuat untuk menangkal tekanan dari pihak luar.
Jawaban hakim mencerminkan kesadaran akan tantangan nyata dalam proses peradilan dan menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan tersebut melalui langkah-langkah yang berlandaskan prinsip keadilan dan objektivitas. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan sesuai dengan semangat hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn yaitu hakim telah berusaha secara serius dan sistematis untuk menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangan putusan tersebut, hakim menunjukkan komitmen terhadap penerapan asas keadilan substantif dan prosedural melalui pemeriksaan bukti yang objektif, perlindungan hak seluruh pihak, serta mengacu pada yurisprudensi dan norma hukum nasional maupun internasional. Meskipun menghadapi tantangan seperti memastikan objektivitas dan menjaga keseimbangan hak antara terdakwa dan penuntut, hakim mampu mengatasi tantangan tersebut dengan langkah-langkah transparan, cermat, dan berlandaskan asas keadilan. Secara umum, penerapan prinsip keadilan dalam putusan ini mencerminkan upaya penegakan supremasi hukum dan keadilan substantif, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menentukan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn

Dalam menentukan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan, hakim tentu menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor-faktor yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan putusan tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan dari pihak-pihak terkait, pertimbangan hukum dan fakta yang kompleks, serta potensi bias pribadi atau eksternal yang dapat mempengaruhi penilaian hakim. Selain itu, adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara aspek keadilan substantif dan prosedural, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan dan tidak berlebihan atau merugikan secara tidak adil, juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hakim harus mampu mengatasi faktor-faktor tersebut melalui proses pemeriksaan yang transparan, berdasarkan bukti yang kuat, serta berpegang teguh pada prinsip keadilan dan objektivitas dalam mengambil keputusan.
Untuk mengetahui hal-hal apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menentukan hukuman pada kasus tindak pidana pencurian ringan ini, yaitu:
Dalam menentukan hukuman pada kasus tindak pidana pencurian ringan ini, faktor utama yang saya pertimbangkan meliputi beberapa hal. Pertama, saya menilai tingkat kejahatan yang dilakukan, termasuk nilai barang yang dicuri dan tindakan-tindakan yang menyertai perbuatan tersebut. Kedua, saya memperhatikan keadaan terdakwa, seperti latar belakang pribadi, niat, serta motivasi yang mendasari tindak pidana tersebut. Selain itu, saya juga mempertimbangkan apakah terdakwa menunjukkan penyesalan, mengakui perbuatannya, dan berupaya memperbaiki diri. Selanjutnya, faktor pengaruh lingkungan dan faktor ekonomi yang mungkin mempengaruhi terdakwa juga menjadi bahan pertimbangan. Tak kalah penting, saya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk sanksi yang diatur dalam KUHP dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan memperhatikan seluruh faktor tersebut, saya berusaha menetapkan hukuman yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum tetapi juga adil dan proporsional, serta mampu memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat dan terdakwa.[footnoteRef:16] [16: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan multidimensional dalam menentukan hukuman untuk tindak pidana pencurian ringan. Hakim menilai tingkat keparahan kejahatan berdasarkan nilai barang yang dicuri dan tindakan-tindakan yang menyertai pencurian. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat tindakan pencurian secara umum, tetapi juga memperhatikan aspek material dan karakteristik kejahatan yang dilakukan. Faktor latar belakang pribadi, niat, dan motivasi terdakwa menjadi bahan pertimbangan penting. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang manusiawi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku terdakwa. Hakim juga memperhatikan sikap terdakwa, seperti penyesalan, pengakuan perbuatan, dan usaha untuk memperbaiki diri. Ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang mendorong rehabilitasi dan reintegrasi terdakwa ke masyarakat.
Faktor lingkungan dan ekonomi dianggap mempengaruhi terdakwa, menandakan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi sebagai faktor determinan perilaku kriminal. Hakim berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHP dan prinsip keadilan, memastikan hukuman tidak hanya didasarkan pada aspek normatif tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Hakim berusaha menetapkan hukuman yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga adil, proporsional, mampu memberikan efek jera, serta memenuhi keadilan sosial dan masyarakat.
Secara keseluruhan, jawaban hakim mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam memutuskan hukuman, mengintegrasikan aspek hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana, serta komitmen untuk mencapai putusan yang adil dan proporsional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana faktor faktor pribadi terdakwa, seperti latar belakang dan niat, mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:
Faktor-faktor pribadi terdakwa, seperti latar belakang dan niat, memiliki pengaruh yang signifikan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Latar belakang terdakwa, termasuk aspek pendidikan, keadaan ekonomi, dan pengalaman hidup, dapat memberikan gambaran mengenai situasi yang melatarbelakangi perbuatannya. Jika terdakwa memiliki latar belakang yang kurang menguntungkan, hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif dan memperhatikan aspek kemanusiaan. Sedangkan mengenai niat, hal ini sangat penting karena dapat menentukan tingkat kejahatan dan keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Jika terdakwa bertindak dengan niat yang jahat, maka hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih berat. Sebaliknya, jika niat terdakwa menunjukkan adanya faktor paksaan, ketidaktahuan, atau situasi mendesak yang memaksa, maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang lebih ringan. Secara umum, faktor pribadi ini membantu hakim untuk menentukan putusan yang tidak hanya bersifat kaku berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga manusiawi dan proporsional, sehingga keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.[footnoteRef:17] [17: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor pribadi terdakwa, seperti latar belakang dan niat, memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Peneliti menyoroti bahwa aspek pendidikan, keadaan ekonomi, dan pengalaman hidup terdakwa dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana. Latar belakang yang kurang menguntungkan, misalnya, dapat dipandang sebagai indikator bahwa terdakwa membutuhkan pendekatan rehabilitatif dan memperhatikan aspek kemanusiaan, bukan sekadar hukuman tegas.
Niat terdakwa sangat krusial dalam menilai keseriusan tindak pidana. Jika terdakwa bertindak dengan niat jahat, maka hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih berat, sesuai dengan prinsip keadilan retributif. Sebaliknya, jika niat terdakwa dipengaruhi oleh faktor paksaan, ketidaktahuan, atau situasi mendesak, hal ini dapat menjadi dasar untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, menunjukkan pertimbangan terhadap faktor-faktor kemanusiaan dan keadaan terdakwa.
Faktor-faktor pribadi ini membantu hakim menetapkan putusan yang tidak bersifat kaku, melainkan humanis dan proporsional. Pendekatan ini penting agar putusan tidak hanya didasarkan pada norma hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan kondisi terdakwa secara menyeluruh. Analisis ini menegaskan bahwa pertimbangan terhadap faktor pribadi merupakan upaya untuk mencapai keadilan yang menyeluruh. Dengan memasukkan aspek latar belakang dan niat, hakim dapat memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan situasi individu terdakwa, sehingga tercapai keadilan yang adil dan berimbang.
Secara keseluruhan, peneliti menegaskan bahwa faktor pribadi terdakwa adalah elemen penting bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan rasa kemanusiaan. Pendekatan ini mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih manusiawi dan proporsional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang sejauh mana faktor-faktor hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi pertimbangan dalam penetapan putusan dalam kasus ini, yaitu:
Dalam menetapkan putusan dalam kasus ini, faktor-faktor hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sangat penting dan menjadi pertimbangan utama. Asas keadilan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Hakim berusaha menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat, terdakwa, dan korban agar tercapai keadilan substantif. Kepastian hukum juga menjadi dasar dalam penetapan putusan, sehingga hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi semua pihak. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, aspek kemanfaatan turut dipertimbangkan, yakni agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan efek jera dan manfaat sosial, serta memberi peluang bagi terdakwa untuk melakukan rehabilitasi dan integrasi kembali ke masyarakat. Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut, diharapkan putusan yang dijatuhkan bersifat adil, proporsional, dan memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak.[footnoteRef:18] [18: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menyoroti bahwa faktor-faktor hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan memegang peranan penting dalam proses penetapan putusan dalam suatu kasus. Peneliti menegaskan bahwa asas keadilan memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa serta tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan masyarakat, terdakwa, dan korban agar tercapai keadilan substantif, yang mencerminkan prinsip keadilan material dalam sistem peradilan pidana.
Kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam penetapan putusan. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem peradilan. Penegasan ini menegaskan pentingnya konsistensi dan kepatuhan terhadap norma hukum sebagai dasar legitimasi putusan.
Peneliti menyoroti bahwa aspek kemanfaatan turut menjadi pertimbangan. Hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera, manfaat sosial, dan mendukung rehabilitasi serta reintegrasi terdakwa ke masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restoratif dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Dengan memperhatikan ketiga faktor ini, diharapkan putusan yang dijatuhkan bersifat adil, proporsional, dan mampu memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak. Pendekatan ini mencerminkan filosofi hukum yang tidak hanya menegakkan norma formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.
Secara keseluruhan, peneliti menegaskan bahwa penggunaan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersamaan merupakan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil, terpercaya, dan mampu memberikan manfaat sosial secara optimal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang apakah faktor lingkungan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa turut mempengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan hukuman? Jika ya, bagaimana pengaruhnya, yaitu:
Ya, faktor lingkungan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa turut mempengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan hukuman. Faktor lingkungan sosial, seperti latar belakang keluarga, komunitas, serta pengaruh lingkungan sekitar, dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan motivasi terdakwa saat melakukan perbuatan pidana. Jika lingkungan tersebut kurang mendukung atau penuh tekanan, hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif dan mendukung proses integrasi kembali terdakwa ke masyarakat. Sementara itu, keadaan ekonomi terdakwa juga memegang peranan penting. Terdakwa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah atau kurang mampu biasanya akan dipertimbangkan untuk mendapatkan hukuman yang tidak memberatkan secara ekonomi, serta diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan agar mampu memperbaiki kehidupan di masa mendatang. Pengaruh dari faktor ini adalah agar putusan yang dijatuhkan tidak bersifat semata-mata repressive, tetapi juga mampu memberikan keadilan sosial dan peluang rehabilitasi, sehingga terdakwa dapat memperoleh keadilan yang humanis dan memperbaiki keadaan sosial ekonominya.[footnoteRef:19] [19: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa merupakan pertimbangan penting dalam proses penjatuhan hukuman. Peneliti menyoroti bahwa latar belakang keluarga, komunitas, dan pengaruh lingkungan sekitar dapat memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi dan motivasi terdakwa saat melakukan tindak pidana. Lingkungan yang kurang mendukung atau penuh tekanan dapat menjadi faktor yang mendorong terdakwa untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan aspek ini untuk memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif, yang mendukung proses integrasi kembali terdakwa ke masyarakat dan mencegah kemungkinan pengulangan tindak pidana.
Keadaan ekonomi terdakwa juga menjadi faktor penting dalam penetapan hukuman. Terdakwa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah atau kurang mampu biasanya dipertimbangkan untuk mendapatkan hukuman yang tidak memberatkan secara ekonomi. Selain itu, peluang pendidikan atau pelatihan diberikan agar terdakwa memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan di masa mendatang. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan sosial dan humanis dalam sistem peradilan pidana.
Peneliti menegaskan bahwa pengaruh faktor lingkungan sosial dan ekonomi bertujuan agar putusan tidak bersifat semata-mata repressive, melainkan juga mampu memberikan keadilan sosial dan peluang rehabilitasi. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu terdakwa memperoleh keadilan yang lebih manusiawi dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka, sehingga mendukung proses reintegrasi sosial secara efektif.
Dengan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi, hakim diharapkan mampu menjatuhkan hukuman yang lebih adil dan proporsional, serta mampu mendukung tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan aspek sosial dan kemanusiaan sebagai bagian integral dari penegakan hukum.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa pengaruh faktor lingkungan sosial dan ekonomi merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi terdakwa, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan tentang bagaimana Bapak/Ibu menyeimbangkan faktor-faktor subjektif dan objektif dalam proses penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan ini, yaitu:
Dalam proses penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan ini, Bapak/Ibu Hakim berusaha menyeimbangkan antara faktor subjektif dan objektif secara hati-hati dan proporsional. Faktor objektif mencakup unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti perbuatan terdakwa yang terbukti bersalah sesuai dengan alat bukti yang ada, serta ketentuan hukum yang mengatur jenis dan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencurian. Sementara itu, faktor subjektif meliputi keadaan terdakwa, niat, motivasi, serta kondisi psikologis dan sosial terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut. Faktor ini penting untuk dipertimbangkan agar putusan tidak bersifat keras secara otomatis, tetapi juga adil dan manusiawi. Dalam menyeimbangkan kedua faktor tersebut, hakim berusaha memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, putusan diharapkan mampu memberi efek jera sekaligus memberi peluang rehabilitasi dan keadilan yang menyentuh aspek kemanusiaan terdakwa.[footnoteRef:20] [20: Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 14.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim tersebut menunjukkan bahwa proses penjatuhan putusan dalam kasus pencurian ringan dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara faktor subjektif dan objektif. Peneliti mengapresiasi bahwa hakim berusaha menyeimbangkan unsur-unsur hukum formal (objektif) dan kondisi terdakwa (subjektif). Faktor objektif meliputi bukti yang cukup dan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah sesuai alat bukti dan aturan yang ada. Ini menunjukkan penerapan prinsip legalitas dan keadilan formal.
Faktor subjektif meliputi keadaan mental, niat, motivasi, serta kondisi psikologis dan sosial terdakwa saat melakukan tindak pidana. Peneliti menilai bahwa pertimbangan ini penting agar hukuman tidak bersifat keras secara otomatis, tetapi tetap manusiawi dan sesuai dengan kondisi terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan keadilan yang memperhatikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial terdakwa.
Hakim berusaha memastikan bahwa hukuman tidak hanya didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendekatan ini menunjukkan adanya kepekaan terhadap kebutuhan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan, serta keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan sosial terdakwa.
Dengan menyeimbangkan kedua faktor tersebut, putusan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus membuka peluang rehabilitasi. Pendekatan ini juga bertujuan mencapai keadilan yang menyentuh aspek kemanusiaan, sehingga terdakwa tidak merasa diperlakukan secara tidak adil dan tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.
Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif yang mengutamakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting dalam menciptakan sistem peradilan yang humanis dan berkeadilan sosial, terutama dalam kasus pencurian ringan yang cenderung bersifat rehabilitatif.
Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa usaha hakim dalam menyeimbangkan faktor subjektif dan objektif merupakan langkah penting untuk menjamin keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga humanis dan sosial. Pendekatan ini mendukung terciptanya keadilan yang mampu memberikan rasa keadilan yang nyata dan berkelanjutan bagi terdakwa serta masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn yaitu meliputi aspek hukum formal dan pertimbangan non-legal. Faktor hukum meliputi bukti yang cukup dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai jenis dan ancaman pidana, yang memastikan bahwa putusan didasarkan pada asas legalitas dan keadilan formal. Sementara itu, faktor non-hukum meliputi kondisi subjektif terdakwa seperti niat, motivasi, keadaan psikologis, serta kondisi sosial dan ekonomi terdakwa. Hakim berusaha menyeimbangkan antara aspek objektif dan subjektif ini agar putusan tidak bersifat keras secara otomatis, tetapi tetap manusiawi, adil, dan mampu memberikan efek jera sekaligus peluang rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan berkeadilan sosial dalam penjatuhan hukuman sangat penting untuk mencapai keadilan substantif dan mendukung proses reintegrasi sosial terdakwa.
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